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PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG

PEDOMAN DAN TATA CARA PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS

RISIKO DAN FASILITAS PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

Mengingat

bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam proses
penyelenggaraan  perizinan berusaha  berbasis risiko
sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 huruf a dan huruf
b Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, perlu
menetapkan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal
tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan

Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal;

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6573);
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Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang
Pemberdayaan Industri (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 101, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6220);

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019 tentang
Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di
Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-
daerah Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 218, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6418);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6617);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6618);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang
Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi
dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6619);

Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang
Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007
tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 35);
Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang
Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61);
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Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2009
tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Mesin serta
Barang dan Bahan untuk Pembangunan atau
Pengembangan Industri dalam rangka Penanaman Modal
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
432) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
188/PMK.010/2015 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2009
tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Mesin serta
Barang dan Bahan untuk Pembangunan atau
Pengembangan Industri dalam rangka Penanaman Modal
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
1472);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.010/2015
tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang
Modal dalam Rangka Pembangunan atau Pengembangan
Industri Pembangkitan Tenaga Listrik untuk
Kepentingan Umum (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 464);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.04/2019
tentang Pembebasan atau Keringanan Bea Masuk
dan/atau Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atas
Impor Barang dalam Rangka Kontrak Karya atau
Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
913);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.010/2019
tentang Pemberian Pengurangan Penghasilan Bruto atas
Penyelenggaraan Kegiatan Praktik Kerja, Pemagangan,
dan/atau Pembelajaran dalam Rangka Pembinaan dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Berbasis
Kompetensi Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 1028);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.010/2020
tentang Pelaksanaan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019

tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di
Daerah-daerah Tertentu (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 114);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2020
tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Penghasilan
Neto atas Penanaman Modal Baru atau Perluasan Usaha
pada Bidang Usaha Tertentu yang Merupakan Industri
Padat Karya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 227);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.010/2020
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 78 Tahun 2019 Tentang Fasilitas Pajak
Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang - Bidang
Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
839);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2020
tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak
Penghasilan Badan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1088);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.010/2020
tentang Pemberian Pengurangan Penghasilan Bruto atas
Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Tertentu di
Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 1173);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.010/2020
tentang Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai
pada Kawasan Ekonomi Khusus (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1685);

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4
Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan
Koordinasi Penanaman Modal (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1172);

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5
Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan
Fasilitas Pajak Penghasilan Badan untuk Penanaman

Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di
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Daerah-daerah Tertentu secara Luar Jaringan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1299);

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7
Tahun 2020 tentang Rincian Bidang Usaha dan Jenis
Produksi Industri Pionir serta Tata Cara Pemberian
Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1437);

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3
Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 271);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PELAYANAN
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN FASILITAS
PENANAMAN MODAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.

Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia
yang memegang kekuasaan pemerintahan negara
Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan
menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan
kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan
usaha dan/atau kegiatannya.

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan

Berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha.
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